SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perekonomian
masyarakat desa dan untuk memenuhi kebutuhan
organisasi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



Menetapkan :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 192);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1569);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN
MASYARAKAT DESA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18
Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1569) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh:

a. Menteri;
b. Pemerintah Daerah provinsi; dan
c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh
unit kerja Kementerian yang melaksanakan tugas
dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

(3) Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan
pemerintahan daerah bidang pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(4) Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani
urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(5) Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tenaga
Pendamping Profesional, KPMD, dan/atau Pihak
Ketiga.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10
(1) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dikontrak oleh
pejabat pembuat komitmen Kementerian.

(2) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkewajiban
mengimplementasikan kebijakan Kementerian dan
peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan
pencapaian SDGs Desa.



(3)

(4)

(9)

(6)

Tenaga  Pendamping Profesional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa
dengan jenjang tingkatan tenaga terampil
pemula;

b. pendamping Desa yang bertugas di kecamatan
dengan jenjang tingkatan tenaga terampil
pelaksana;

c. pendamping teknis yang bertugas di kecamatan
dengan jenjang tingkatan tenaga terampil
pelaksana;

d. tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat
kabupaten/kota dengan jenjang tingkatan
tenaga terampil mabhir;

e. tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat provinsi
dengan jenjang tingkatan tenaga terampil
penyelia pratama; dan

f. tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat pusat
dengan jenjang tingkatan tenaga terampil
penyelia madya.

Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium dan

bantuan operasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Honorarium dan bantuan operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) termasuk komponen

pembayaran program jaminan sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga Pendamping Profesional wajib menjadi

peserta aktif dalam program jaminan sosial

ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 10A
Pengelolaan  Tenaga  Pendamping  Profesional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dilakukan dengan:

a. rekrutmen;

b. kontrak kerja;

c. pembayaran honorarium dan bantuan
operasional;
peningkatan kapasitas;
sertifikasi;

pendayagunaan; dan
pengendalian dan evaluasi kinerja.

-0 Q



(2)

(3)

Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional oleh
Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian, meliputi:

a.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi mengelola:
1. rekrutmen;
2. kontrak kerja;
3. pembayaran honorarium dan bantuan
operasional,
4. peningkatan kapasitas;
5. sertifikasi; dan
6. pengendalian dan evaluasi kinerja berbasis
penilaian mandiri dan berjenjang.
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan
Perdesaan mendayagunakan Tenaga
Pendamping Profesional dalam memfasilitasi
pelaksanaan program dan/atau kegiatan
Pembangunan Desa dan Perdesaan;
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi
dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi mendayagunakan Tenaga
Pendamping Profesional dalam memfasilitasi
pelaksanaan program dan/atau kegiatan
pengembangan ekonomi dan investasi Desa;
daerah tertinggal, dan transmigrasi;
Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal mendayagunakan Tenaga
Pendamping Profesional dalam memfasilitasi
pelaksanaan program dan/atau kegiatan
pembangunan daerah tertinggal;
Direktorat = Jenderal Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
mendayagunakan Tenaga Pendamping
Profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan
program dan/atau kegiatan transmigrasi; dan
Badan Pengembangan dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
mendayagunakan Tenaga Pendamping
Profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan
program dan/atau kegiatan pengembangan,
Pendataan Desa, dan informasi Desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi.

Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran
pengelolaan  Tenaga  Pendamping  Profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(4)

Petunjuk teknis mengenai tata cara pengelolaan
Tenaga  Pendamping Profesional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Menteri.

Ketentuan Pasal 10B diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 10B
Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

a. melakukan pendampingan dalam kegiatan
Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan Pembangunan Desa yang
berskala lokal Desa;

b. melakukan pendampingan dalam
penyelenggaraan Pembangunan Desa,
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
Pembangunan Desa, dan melakukan aktivasi
kelembagaan masyarakat dalam mendukung
Pembangunan Desa;

c. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan
sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan
implementasi SDGs Desa, kerja sama antar
Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan
harian dalam Sistem Informasi Desa; dan

d. melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri
melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem
Informasi Desa.

Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a. melakukan pendampingan dalam kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa,
kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa
dengan Pihak Ketiga;

b. mempercepat pengadministrasian di tingkat
kecamatan terkait penyaluran, perencanaan,
pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana
Desa;

c. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
mentoring pendamping lokal Desa dan KPMD;

e. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan
sehari-hari di Desa dan kecamatan yang
berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs
Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama
Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi
laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;



(3)

(4)

terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan
sehari-hari di Desa atau antar Desa yang
berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa
Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam
Sistem Informasi Desa;

melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri
melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem
Informasi Desa; dan

memberikan penilaian kinerja Tenaga
Pendamping Profesional 1 (satu) jenjang di
bawahnya.

Pendamping teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas dalam
pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (3) huruf d mempunyai tugas:

a.

mendampingi organisasi Perangkat Daerah
kabupaten/kota untuk terlibat aktif dalam
mendukung Desa melakukan upaya pencapaian
SDGs Desa;

mempercepat penyelesaian dokumen
administrasi di daerah kabupaten/kota sebagai
dasar penyaluran, perencanaan, pemanfaatan,
dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja
sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan
Pihak Ketiga di daerah kabupaten/kota;
melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
mentoring pendamping Desa dan pendamping
lokal Desa;

mengadvokasi  kebijakan  percepatan laju
pencapaian SDGs Desa melalui dukungan
program dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota yang difokuskan pada upaya
pencapaian SDGs Desa;

terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan
sehari-hari di daerah kabupaten/kota yang
berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs
Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama
Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi
laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan
sehari-hari di daerah kabupaten/kota yang
berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa
Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam
Sistem Informasi Desa;



(9)

(6)

melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri
melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem
Informasi Desa; dan

memberikan penilaian kinerja Tenaga
Pendamping Profesional 1 (satu) jenjang di
bawahnya.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf
e mempunyai tugas:

a.

mendampingi organisasi perangkat daerah
provinsi untuk terlibat aktif dalam upaya
pencapaian SDGs Desa;

memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja
sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan
Pihak Ketiga di daerah provinsi;

melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
mentoring tenaga ahli pemberdayaan
masyarakat, pendamping Desa dan pendamping
lokal Desa;

mengadvokasi  kebijakan  percepatan laju
pencapaian SDGs Desa melalui dukungan
program dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah
provinsi yang  difokuskan pada upaya
pencapaian SDGs Desa;

terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan
sehari-hari di daerah provinsi yang berkaitan
dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja
sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan
Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian
dalam Sistem Informasi Desa;

terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan
sehari-hari di daerah provinsi yang berkaitan
dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke
dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem
Informasi Desa;

melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri
melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem
Informasi Desa; dan

memberikan penilaian kinerja Tenaga
Pendamping Profesional 1 (satu) jenjang di
bawahnya.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf
f mempunyai tugas:



a. memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja
sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan
Pihak Ketiga di tingkat pusat;

b. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;

c. mentoring tenaga ahli pemberdayaan
masyarakat provinsi, tenaga ahli pemberdayaan
masyarakat kabupaten/kota, pendamping Desa
dan pendamping lokal Desa;

d. mengadvokasi kebijakan percepatan laju
pencapaian SDGs Desa melalui dukungan
program dan/atau kegiatan
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian serta Pihak Ketiga yang
difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;

e. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan
sehari-hari di tingkat pusat yang berkaitan
dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja
sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan
Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian
dalam Sistem Informasi Desa;

f.  terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan
sehari-hari di tingkat pusat yang berkaitan
dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke
dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem
Informasi Desa;

g. melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri
melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem
Informasi Desa; dan

h. memberikan penilaian kinerja Tenaga
Pendamping Profesional 1 (satu) jenjang di
bawahnya.

Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 13
Unit kerja Kementerian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10A ayat (2) huruf b melakukan

pengembangan kapasitas Tenaga Pendamping

Profesional.

Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. pelatihan;

b. mentoring;

c. peningkatan kapasitas diri secara mandiri;

d. peningkatan kapasitas diri melalui komunitas
pembelajar;

e. forum diskusi terfokus; dan
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f.  kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

(3) Selain wunit kerja Kementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengembangan kapasitas
dapat diselenggarakan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
dan/atau Pihak Ketiga.

Ketentuan ayat (1) diubah, dan setelah ayat (3) Pasal 15A
ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A
(1) Unit Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10A ayat (2) huruf b sampai dengan
huruf f melaksanakan pendayagunaan Tenaga
Pendamping Profesional dalam memfasilitasi program
dan/atau kegiatan Kementerian.

(2) Unit Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mendayagunakan Tenaga Pendamping
Profesional dalam memfasilitasi program dan/atau
kegiatan yang dikelola melalui kerja sama
Kementerian dengan kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
dan/atau Pihak Ketiga.

(3) Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dalam bentuk:

a. diseminasi regulasi, kebijakan, dan norma,
standar, prosedur, dan kriteria;

b. diseminasi program dan/atau kegiatan;
bimbingan teknis dan pelatihan masyarakat
Desa;

d. fasilitasi partisipasi masyarakat Desa;

e. fasilitasi perencanaan program/kegiatan;

f.  fasilitasi pengelolaan program/kegiatan; dan

g. fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(4) Petunjuk teknis mengenai mekanisme
pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional oleh
Unit Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Ketentuan ayat (2) diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 18
ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Wilayah kerja pendamping lokal Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berada di

Desa.



(2)

(3)
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Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas mendampingi Desa dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama
Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan
yang berskala lokal Desa.

Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pendamping lokal Desa bertugas untuk
mendampingi Desa dalam penyelenggaraan
Pembangunan Desa, meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam Pembangunan Desa, dan
melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat dalam
mendukung Pembangunan Desa.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 21
Wilayah kerja tenaga ahli pemberdayaan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf

d berada di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tenaga ahli kabupaten/kota yang berkedudukan
di kabupaten/kota;

b. tenaga ahli provinsi yang berkedudukan di
provinsi; dan

c. tenaga ahli pusat yang berkedudukan di pusat.

Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bertugas meningkatkan

kapasitas Tenaga Pendamping Profesional dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tenaga ahli kabupaten/kota bertugas:

a. mendampingi Desa dalam penyelenggaraan
Pembangunan Desa dan Perdesaan, serta
pengembangan ekonomi dan investasi Desa;

b. membantu pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam pelaksanaan Pendampingan Masyarakat
Desa;

c. membantu pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam penyusunan kebijakan terkait Desa;

d. melakukan pengendalian, supervisi, dan
monitoring  terhadap  pelaksanaan  tugas
pendamping Desa, pendamping teknis dan
pendamping lokal Desa;

e. membantu memfasilitasi dan mengoordinasikan
pelaksanaan pendampingan Desa oleh
Perangkat Daerah; dan
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f.  melaporkan perkembangan pelaksanaan
program dan kegiatan pendampingan
masyarakat Desa kepada tenaga ahli provinsi.

Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tenaga ahli provinsi bertugas:

a. membantu pemerintah daerah provinsi dalam
penyusunan kebijakan terkait Desa;

b. membantu pemerintah daerah provinsi dalam
pelaksanaan pendampingan masyarakat Desa;

c. melakukan pengendalian, supervisi, dan
monitoring terhadap pelaksanaan tugas tenaga
ahli kabupaten/kota;

d. membantu memfasilitasi dan mengoordinasikan
pelaksanaan Pendampingan Desa oleh
perangkat daerah provinsi; dan

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan
program dan kegiatan Pendampingan
Masyarakat Desa kepada tenaga ahli pusat.

Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tenaga ahli pusat bertugas:

a. membantu Kementerian dalam penyusunan
kebijakan terkait Desa;

b. membantu Kementerian dalam pelaksanaan
Pendampingan Masyarakat Desa;

c. melakukan pengendalian, supervisi, dan
monitoring terhadap pelaksanaan tugas tenaga
ahli provinsi, tenaga ahli kabupaten/kota,
pendamping Desa, pendamping teknis, dan
pendamping lokal Desa; dan

d. melaporkan perkembangan pelaksanaan
program dan kegiatan pendampingan
masyarakat Desa kepada Menteri melalui
Pimpinan Tinggi Madya yang menangani bidang
pemberdayaan masyarakat Desa.

Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 25
Wilayah kerja Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf ¢ mencakup Desa dan Perdesaan
seluruh  wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas membantu Desa dalam  kegiatan
pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(3) Pihak Ketiga dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan
pada perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Desa.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30
Tenaga Pendamping Profesional yang belum memiliki
sertifikat kompetensi masih tetap menjalankan tugasnya
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan.

11. Ketentuan Pasal 30A dihapus.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MU

BERITA NEG

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

LYANA

ARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 317

Salinan sesuai aslinya

Pit. Kepala Biro Hukum

Rachman




